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Pf S A L I N A

^  RRESIDEN
REPUBLtK !MOONESfA

INSTRDKSI: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
I

.  , . NONCE '8 TAHUN 1976

TENTANG

PROGRAM BAK^TUAN PENGHIJAUAN DAN REB0I3ASI.

■  ■ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang ; a. bafuira p^lu diiasafiakan peningLaEan keglatari. pengbijau-
an daw rebolsasl dl daeraH-daerah yaag sangat mendesak,

terutama dl daerafL-daerafi. fcrltls di wllaYah. daerah.-
daerab. a 1 Iran sungal OASi ; '

b» bahwa dalam keglatan pengbijauan dan rebolsasl pexln
dit£ngka.tkan peranan dan tanggungj avrab. Peinexijitab- Dae~
rab dan, masyarakat secara luas ?■

c, Babara berbubung dengan bal-bal texsebut dlatas., dlpan-
■ dang perlu untuk jnengeluarkan Instruksl Presiden ten-
tang Program Bantnan Pengbijauan dan Reboisasi untuk

, Tabun Anggaran 1976/19.77 ;

Nengibgat 1. Paaal 4 ajfat CH jo. Pasal 33 ayat C3) Undang-Undang
Dasai: 945 j '

2. Undang-Undang Nomor 5 Tabun 1960. tentang Peraturan Da~
sar Polcok-pokok Agraria CLembaran Negara Tabun 1960.
Nomor 104j Tambahan Lembaran Negara Nomor ,2043} ;

3. Undang-Dndang Nomor 5 Tabun 12o7"tentang Eetentuan-
ketentuan Pokok Kebutanan CLembaran Negara Tabun 1967
Nomor 8; Tambaban Lembaran Negara Nomor 2823)

4o Undang-Undang Nomor 5 Tabun 19.74 tentang Pokok—pokok-
Pemerlntaban Dl Daerab. CLembaran Negara Tabun 12.74 .

Nomor 3'8; Tambaban Lembaran Negara Nomor 30371 ;

5. Undang—
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5. Undang-^Undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang Anggaran Pen-

dapatan dan BeIanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977

(I^embaran Negara" Tahun 1975 Nomor 12? Tambahan Lenibar-

ah Negara Nomor 3070) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Pe-

nyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di la-

pangan Perikanan Laut, Kehutanan, dan Karet Rakyat ke-

pada Daerah-daer.ah Sv/atantra Tingkat I (Lembaran Nega

ra Tahun 1957 Nomor 169? Tambahan Lembaran Negara No

mor 1490) ?

/

7o Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun. 1973 tentang Pembu-

baran Kabinet Pembangunan I dan Pembentukan Kabihet

Pembangunan II ? '

8, Keputusan Presiden Nomor 11 T,ahun 1974 tentang Rencana

'Pembangunan Lima Tahun Kedua (REPELITA II) Tahun 1974/ .

75 - 1978/79 ? ^ ■

9. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1976 tentang Pedoman ,

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 1975/1977 ?

Kepada

Untuk ;

PERTAMA

MENGINSTRUKSIKAN :

1. Menteri Dalam Negeri ?

2, Menteri Pertanian ? ■ ^

3. Mehte'ri Keuangan ? '

4, Menteri Negara Ekonomif Keuangan dan Industri/Ketua

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

\  ■ :

Melaksanakan Program Bantuan Penghijauan dan Rebdisasi Ta

hun Anggaran 1976/1977 di daerah-daerah yang sangat iiiende-^

sak, terutama di daerah-daerah kritis di wilayah daerah

aliran sungai (DAS) dengan menggunakan ketentuan-ketentuan

dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pe-

laksanaannya, . ,

KEDUA



KEDUA ; Instruksi Pre.sii.den. ini, jnulai berlakn pada tanggal diLetapkan
dan agn^r dilaksanakan, sebaifc-baxJcnya serta penub, tanggungja-

'  ■wab«

Disalin sesuai aslinya oleh
SEKRETARIAT KABINET.vR I

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 April 1976.-

PRES.IDEN REPUBLIK" INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI



LAMPIRAN ;

INSTRUKST PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8- TAHUN 1976
I

TANGGAL 1 APRIL 1976.

PEDOMAN PELAKSANAAN

PROGRAM BANTUAN PENGHIJAUAN DAN REBOISASI

BAB I

U M U M

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi ada-
lah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne-
gara Tahun Anggaran 1976/1977 kepada :

a-. Pemerintah Daerah Tingkat I untuk pelaksanaan reboisasi, serta
pengadaan bibit untuk reboisasi dan penghijauan ;
Peme_intah Daerah Tingkat II untuk pelaksanaan penghijauan.

Pasal 2

(1) Penghijauan meliputi penanaman tanaman. tahvinan atau. perumputan
serta pembuatan bangunan pencegah erosi tanah di areal yang
tidak termasuk area! hutan negara atau di areal lain yang ber-
dasarkan rencana tata guna tanah tidak diperuntukkan hutan. .

(2) ,Reboisasi meliput.i penanaman atau permudaan pohon-pohon serta
jenis tanaman lain, di areal hutan negara dan di areal lain
yang berdasarkan rencana tata guna tanah diperuntukkan hutan. -

Pasal 3 ■

Bantuan tersebut pada Pasal 1 diberikan dengan tujuan menyelamatkan
kelestarian sumber-sumber alam tanah,. hutan, dan air, terutama di.
daerah-daerah kritis, yaitu daerah-daerah yang ditinjau dari segi
hidro orologi dapat membahayakan kelangsungan pembangunan dalam
suatu wilayah daerah aliran sungai (DAS) atau wilayah lain.

BAB II
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BAB 1.3;

LUAS AREAL BAN BENENTUAN LOKASX

•Pasal 4

Dalam talxiin. an^ijaran i97C/1977 disedLakan bantuan untuk. ;

a, pelaksanaan peag^jauan s.ediM:tn]^a seluas BOOoOOQ Ha Cttga
rat us; ribu Iiek.tarJ ; • '

B. pelaksanaan reboisaal sedlkitn^ seluas IDO . 0Q.0 Ha Lsexatus
r£Bu Bektarl ;

c. pengadaaa biblt aedrfcltxiY-a ■ aetara deagan 2,500. Ha Cdua ribu

lilna ratua fi^ktarl perseriaian. untuk kagiatan peuighij auaa dan
reboisasi.

Pasal 5 , "

Menteri. Dalajo Negeri^ 15enterb Pertantan, Plentexi Keuangaa, dan
Menteri Negara Elconoioi^ Keuangan dan Endus.tri/Ketua Badan. Pexen-
canaan Pembangunan Maslbnal menetapkan : '

a. Propinsi DaeraEt Tingkat I yang memperoleh.. bantuan reboisasi 1
B, Kabupaten Daerafr Tingkat il ̂ ang loeroperoleb. bantuan pengfiij auan ;
c, Lokasi dan luas areal penghijauan dan reboisasidljmasing-masing

Daerab, serta bia]janya yang diperlukan ;
d. Lokasi dan luas,- areal perseinaian. untuk pengadaan Bibit, untuk

penghi.jauan dan reboisasi serta biajra y'ang diperlukan.

Pasal G '■

0-1 Dalam penentuan lokasi dan luas areal tersebut pada Pasal 5
diutamakan daera.h--=^aerafi- fcr'itis.,

C2I Dx, dalam, .daerah--daerab. Jcritis diutamakan. tanafr—tanalr kritis;
yaitu tanab-tanab yang keadaan penutupan tanabnya. sedeiuikian
rupa burxiknya sebingga mengalami tingkat erosi ̂ ang tinggi
atau panurunan produktivitas j^aag cepat dan atau merusak mutu
lingkungan .bidup peraixan sekitarnYa,

BAB III ,
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' . , BAB III

PENYALURAN BIAYA

Pasal- 7

Cll Pf^nyal-uran biaya untuk. pelaksanaan Program Bantuan Penghi,jau-

an dan Reboisasi dlsalnrLan melalul ;

a, Kantor Pexbendaharaan Negara dan

h. Bank Ralcyat' Indonesia^ yang pelaksanaannya diatur lehih.

1anjut secara bersama oleh. Renter1 Keuangan dan Henterl-

Henteri yang baxsangkutan dengan pelaksanaan Program Ban

tuan teraebut.

C2I Penyaluran biaya dlseguaikan dengan kepentingan maaingrmasing

kegiatan dan dengan lce;adaan jnusim di masingrmasing daerak.

BAB ■ ly " " '

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAmB PEISERINTAR DAERAE

■  DAN -mSYARAKAT

Pasal 8

Cl) ■ Gubernur Kepala Da^ak Tingkat 1 bertanggungj awab atas :

a. pembinaan dan pengaicasan uraum Program Bantuan Pengkigauan

. dari Reboisasl j .

b. pelaksanaan reboi^sasii; ; ' -

c. pengamanan dan pemelikaraan kasil kegiatan pengkijauan, dan

reboisasl.

(1\ Bupatl Kepala Daerak Tingkat 11 bertanggungjawab atas ;
a. pelaksanaan pengkijauan ? . ^ ' , ,

b. pengamanan dan pemelikaraan kasil, kegiatan peng^jauan. dan .
■ reboisasl ? , .

c.-.biroblngan kepada masyarakat untuk turut menikul tanggung—

jawab dl dalam pengamanan dan pemalikaraan kasil-kasil ke~

■ glatan pengki.j'auan daxx-reb.Disasl.

Pasal 9
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Pa&al . 9

ClI ApaBxla-Bantiaan. untuk. pelaksanaan kegiatan rebolaasi tidak

inencufcup£^ maka kekur-anganaya dipeauM. oleh- Pemerintah. Daerah.

Tingkat L. ■ . . . ■ '

G2.} Apabiila bantuaa untuk pelaksanaan kegiatan penghij auan tidak

mencukaipi:;, j®aka kekarangannya dipenuhx oleftu Pemerijitab- Daerak

Tijigkat rx dan para pemillik tanak mas£ng~ihas.ijng» .

■ BAB • y , .

LAIN LAIN

Pasal 10., ' /

Pelaksanaan pengbijauan • dan reboisasi. dalam rangka Program Bantuan

' xki ssjauk raangkin-diupabkan langs,ung kepada penduduk setempat,

Pasal 11

P^5j;edi,aan dana dalam program Bantuan Pengbijauan dan Reboisasi

texsebut dalam Pedoman .Ini tidak meniadakan dan atau mengurangi

kewaj iban masikg-masing Pemerintab. Daerak .untxak jnendorong kegiatan

pengbijauan dan reboisasi yang dilaks.anakan dengan sumbsr pembiaya-

an lainnya baik olek Pemerintak Daerak, maupun olek perusabaan-

perusabaan perkebunan, kebutanan,. dan Iain-lain, tarmas.uk para Pe-

j^jegang Eak Pengusabaan Hutan,. di luar areal yang dibiayai dari

Program Bantuan ini,, .dengan menyeienggarakan koordinasi yang se,-

.baik-baiknya'. ' -

Pasal 12
N

GIL Hal-^ial yang.. berbubungan dengan picencanaan pelaksanaan ke
giatan, penj^diaan tenaga tebnis. dan pebyulub lapangan, ,bim—

bibgan, pembinaan.,. dan pengelolaan basil-basil kegiatan peng-

-.bi-jaTian, dan reboisasi,. dan kesexasiannya dengan program-pro-

gxam lain, diatur seoaxa bexsaroa oleb JSentexi-JJentexi yang

bexsangkutan. ' , . «

G2i Hal-bal



C2-I I£a,l—Ral diatxix" dalain Pedoman ini, akjan diatur le—
Bifi- lanjut secaira bexsajiia atau sendxxi,—sejadixi, olefi. Menteri-
Menteri yang Bersangfcutan sesxiai dengan bldang tugas serta
tanggungjawab masi^g-inasing dalain koordijiasi. y^ng sebaik.-ba-
iknya. ' -

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

.SOEHARTO

JENDERAL TNI


